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ABSTRAK

Di Indonesia, implementasi prosedur pengadaan barang dan jasa terkadang
tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengakibatkan
terjadinya banyak penyimpangan. Bentuk-bentuk penyimpangan yang biasa
terjadi dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah
persekongkolan - dalam tender. Dari praktik persekongkolan ini kemudian
memunculkan berbagai bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Di Indonesia,
masalah mengenai persekongkolan sebenarnya sudah diatur secara tegas diatur
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli
Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tapi undang-undang ini memiliki kelemahan,
yaitu Kkurang tegasnya sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, pelaku
persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa baik oknum pegawai negeri
maupun pelaku usaha (penyedia barang dan jasa), dapat dikenakan sanksi yang
lebih tegas, yaitu sanksi perampasan kemerdekaan berupa pidana kurungan dan
pidana penjara yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjekan hukum normatif
berupa asas-asas hukum dan sistem hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kualifikasi tindakan persekongkolan
tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dikategorikan sebagai
pelanggaran adalah yang memenuhi unsur Pasal 22. Kemudian,
pertanggungjawaban hukum oknum pegawai negeri tidak diatur berdasarkan
Undang-Undang No. 5 tahun 1999 namun untuk pelaku usaha diatur dalam Pasal
22. Lalu, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa
pasal yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban hukum bagi oknum
pegawai negeri dan pelaku usaha. Saran yang dapat diberikan adalah penerapan
electronic procurement, penandatanganan Pakta Integritas dan estimasi oleh
estimator independen, serta pemberian sanksi pun harus setegas mungkin.

Kata kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Persekongkolan Tender, Tindak Pidana
Korupsi.
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ABSTRACT

In Indonesia, the procurement of goods and services are sometimes not
implemented in accordance with the applicable procedures and led to numerous
irregularities. The forms of irregularities that are common in the field of
government procurement is bid rigging. This conspiracy then led to various forms
of corruption, collusion and nepotism. In Indonesia, the problem regarding the
actual plot is set explicitly regulated in Law Number 5 of 1999 concerning
Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, but this
law has flaws, namely the effectiveness the lack of firm on the sanction. Therefore,
conspiracy in the procurement of goods and services both government employees
and businessman (suppliers of goods and services), should have been sanctioned
more assertive, particulary sanctions deprivation of liberty in the form of
imprisonment and imprisonment were already regulated in Law Number 31 of
1999 as amended by Act Number 20 of 2001 on Corruption Eradication.

This thesis using normative juridical research method. Normative juridical
method is research with the object of normative legal form the principles of law
and the legal system.

The conclusion of this thesis is the qualifying bid rigging in the
procurement of government goods and services are categorized as violation was
that meet the elements of Article 22. Then, the legal accountability of government
employees is not governed by Law Number 5 of 1999 on Prohibition of
Monopolistic Practices and Unfair Competition, but for business actors regulated
in Article 22. Then, in Act Number 31 of 1999 as amended by Act Number 20 of
2001 on Corruption Eradication, there are some articles that can be used for
legal liability for government employees and business actors. Advice can be given
is to implement electronic procurement, signing the Integrity Pact and estimated
by independent estimators that acts as a consultant. Then, the sanctions provided
for government employees and business actors must be rigidly as possible.
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